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Abstract. Transparency in the management of the company is an obligation that must be
carried out by every organ of the company as regulated by legislation. Transparency is a
fundamental and primary principle in the Good Corporate Governance (GCG) principles.
The Board of Directors, as the corporate organ, plays a very important role in managing the
company in accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies (UUPT). ). In practice, the management of PT. Teodore Pan Garmindo by the
Board of Directors encountered conflicts that caused the company to incur losses. The
purpose of this research is to understand the actions of the Director II of PT. Teodore Pan
Garmindo in dismissing the manager to access the factory and company data in connection
with the provisions in the Limited Liability Company Law (UUPT), as well as how the
transparency of PT. Teodore Pan Garmindo's management by the Main Board of Directors
and the members of the Board of Directors as representatives of the shareholders is related
to the principles of Good Corporate Governance (GCG). This research uses a normative
juridical approach, with a descriptive-analytical research specification, data collection
techniques through literature study, and qualitative data analysis techniques. The research
results state that the action of the Director IT of PT. Teodore Pan Garmindo in dismissing the
manager is contrary to the UUPT, and the management of PT. Teodore Pan Garmindo has
not been optimal in implementing the GCG principles, particularly the principle of
transparency.

Keywords: Company, Transparency, Good Corporate Governance (GCG).

Abstrak. Transparansi pada pengelolaan perseroan merupakan kewajiban yang harus
dilakukan oleh setiap organ perseroan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Transparansi merupakan prinsip mendasar dan utama dalam prinsip Good
Corporate Governance (GCG). Direksi sebagai organ perseroan memiliki peran yang sangat
penting untuk menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam praktiknya, pengelolaan PT.
Teodore Pan Garmindo oleh Direksi terjadi konflik yang menyebabkan perusahaan
mengalami kerugian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami tindakan Direktur
II PT. Teodore Pan Garmindo yang memberhentikan manager untuk dapat mengakses pabrik
dan data perusahaan dihubungkan dengan ketentuan dalam UUPT, serta bagaimana
transparansi pengelolaan PT. Teodore Pan Garmindo oleh Direksi Utama dan para anggota
Direksi sebagai perwakilan para pemegang saham dihubungkan dengan prinsip GCG.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, spesifikasi penelitian
deskriptif analitis, teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dan teknik analisis data
kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Tindakan Direktur II PT. Teodore Pan
Garmindo yang memberhentikan manager bertentangan dengan UUPT dan pengelolaan PT.
Teodore Pan Garmindo belum optimal dalam menerapkan prinsip GCG, khususnya prinsip
transparansi.

Kata Kunci: Perseroan, Transparansi, Tata Kelola Perusahaan (GCG).


https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i2.18394
mailto:rezzashals@gmail.com
mailto:rezzashals@gmail.com
mailto:yeti@unisba.ac.id

Bandung Conference Series: Law Studies https://doi.org/10.29313/besls.v5i2.18394

A. Pendahuluan

Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keniscayaan bagi
setiap perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah
mengakomodasi prinsip GCG dalam ketentuan pasal-pasalnya. UUPT mengatur bahwa setiap
perseroan wajib menaati prinsip GCG dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya, serta memastikan
bahwa organ-organ perseroan menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan.

Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan dalam pengurusan perseroan
untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud serta tujuan pendirian perseroan. Ketentuan
ini diatur dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT. Selain itu, Pasal 66 ayat (1) UUPT mewajibkan
Direksi untuk mengungkapkan informasi terkait perseroan melalui laporan tahunan yang wajib
disampaikan kepada pemegang saham. Prinsip transparency (keterbukaan) dalam GCG merupakan
salah satu prinsip fundamental yang menekankan pentingnya keterbukaan atas informasi yang
material dan relevan dengan kegiatan perseroan. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk memastikan
bahwa laporan tahunan disajikan secara jujur, lengkap, serta mudah diakses oleh para pemegang
saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

Dalam menjalankan pengurusan, Direksi wajib bertindak dengan itikad baik dan penuh
tanggung jawab. Apabila Direksi melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian
terhadap perseroan, maka Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut. Namun,
tanggung jawab tersebut dapat dikecualikan apabila Direksi dapat membuktikan bahwa kerugian
bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya, pengurusan telah dilakukan sesuai dengan
maksud dan tujuan perseroan, serta tidak terdapat benturan kepentingan dalam tindakan yang
dilakukan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 97 UUPT.

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip GCG di beberapa perseroan masih belum
optimal. Hal ini dapat dilihat dalam kasus yang terjadi pada PT. Teodore Pan Garmindo. Dalam
pengelolaannya, Direktur II yang merupakan perwakilan dari pemegang saham minoritas tidak
diberikan akses untuk masuk ke pabrik dan tidak dapat mengakses data-data penting perseroan yang
selama ini dikuasai oleh pihak yang mewakili pemegang saham mayoritas. Manager pabrik tidak
memberikan akses kepada Direktur II atas dasar instruksi dari Direktur Utama. Akibat dari situasi ini,
Direktur II kemudian secara sepihak memberhentikan Manager pabrik dan menutup akses ekspor
maupun pengembalian barang produksi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
“Apakah tindakan Direktur II PT. Teodore Pan Garmindo sebagai perwakilan dari pemegang saham
minoritas yang memberhentikan Manager pabrik untuk dapat mengakses data sesuai dengan ketentuan
dalam UUPT?” dan “Bagaimana transparansi pengelolaan PT. Teodore Pan Garmindo oleh
Direktur Utama dan Direktur II sebagai perwakilan dari para pemegang saham, dihubungkan
dengan prinsip-prinsip GCG?”

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk memahami kesesuaian tindakan Direktur II PT.
Teodore Pan Garmindo sebagai perwakilan dari pemegang saham minoritas dalam memberhentikan
Manager untuk dapat mengakses pabrik dan data dengan UUPT. 2. Untuk memahami transparansi
pengelolaan PT. Teodore Pan Garmindo oleh Direktur Utama dan Direktur II sebagai perwakilan
pemegang saham dihubungkan dengan prinsip GCG.

B. Metode

Berdasarkan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan
spesifikasi penelitian pendekatan deskriptif analisis, metode dan teknik pengumpulan data
menggunakan studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, serta teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dalam pengurusan pereseroan untuk
kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Hal tersebut sebagaimana
dijelaskan dalam Pasal 92 Ayat (1) dan (2) UUPT. Menurut (K. Ridwan, 2019) kewenangan Direksi
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dari para pemegang saham berdasarkan kepercayaan (fiduciary) untuk mengurus perseroan untuk
kepentingan perseroan, bukan untuk kepentingan pemegang saham atau pihak tertentu. Hal ini
menunjukkan bahwa Direksi harus bertindak secara objektif dan tidak memihak dalam menjalankan
pengelolaan perusahaan.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 92 Ayat (5) dan (6) UUPT apabila Direksi terdiri dari 2
(dua) orang atau lebih, maka pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi ditentukan melalui
RUPS. Jikapun tidak menetapkan maka ditetapkan melalui keputusan Direksi. UUPT tidak mengatur
secara spesifik dalam pasalnya mengenai pembagian tugas antara Direksi. Dalam mengurus perseroan,
Direksi wajib beritikad baik dan bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 97 Ayat (2) UUPT.

Direksi dalam menjalankan tugas pengelolaan dilindungi dengan prinsip business judgment
rule yang mendorong Direksi dalam menajalankan tugasnya untuk berani mengambil resiko dan tidak
takut terhadap ancaman tanggung jawab pribadi (Sumiyati dkk, 2021). Selama tindakan tersebut dilakukan
dengan itikad baik dan sesuai dengan kepentingan perusahaan, sehingga setiap keputusan Direksi
seharusnya berorientasi pada kepentingan perseroan, bukan kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu.

PT. Teodore Pan Garmindo memiliki struktur kepemilikan dengan PT Pan Brothers Tbk
sebagai pemegang saham mayoritas (51%) dan PT Selaras Duatiga sebagai pemegang saham
minoritas (49%). Konflik yang terjadi melibatkan Direktur II sebagai perwakilan pemegang saham
minoritas yang melakukan tindakan sepihak dalam mengelola perusahaan, yang kemudian
menimbulkan berbagai kerugian baik bagi perusahaan, karyawan, maupun stakeholder lainnya.
PT. Teodore Pan Garmindo sebagai perseroan tunduk terhadap UUPT dan menerapkan prinsip
GCG dalam pengelolaannya.

Berdasarkan Pasal 92 UUPT, Direksi harus bekerja untuk kepentingan perseroan, bukan untuk
kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Tindakan Direktur II PT. Teodore Pan Garmindo yang
mengutamakan kepentingan pemegang saham minoritas merupakan pelanggaran terhadap prinsip
fiduciary duty dan independensi. Meskipun memiliki kewenangan dalam pengelolaan perseroan,
tindakan tersebut diduga tidak untuk kepentingan perusahaan, melainkan untuk kepentingan pribadi
atau pemegang saham minoritas. Direktur II PT. Teodore Pan Garmindo memiliki kepentingan untuk
pemegang saham minoritas bukan untuk PT. Teodore Pan Garmindo.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 92 UUPT yang menunjukkan bahwa Direksi bersifat
kolektif. Yaitu Direktur Utama dan anggota anggota Direksi dalam tugasnya saling berkoordinasi.
Tindakan yang dilakukan Direktur II dalam memberhentikan manager tidak kolektif karena tidak
adanya koordinasi dengan Direktur Utama ataupun Direksi lainnya. Direktur II PT. Teodore Pan
Garmindo sebagai perwakilan pemegang saham minoritas, bertindak tanpa melalui Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan Direksi, sehingga bertentangan dengan Pasal 92 UUPT.

Setiap tindakan yang melampaui batas kewenangan atau bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan
hukum menurut (F. Munir, 2005) kumpulan dari prinsip hukum yang dimaksudkan untuk mengontrol
atau mengatur perilaku bahaya, memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari
interaksi sosial, dan menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Unsur-
unsur yang menentukan perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUH Perdata) yaitu 1) Adanya suatu perbuatan; 2) Perbuatan melawan hukum; 3) Adanya
unsur kesalahan; 4) Adanya kerugian; 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Merujuk pada unsur-unsur tersebut, tindakan Direktur II PT. Teodore Pan Garmindo
memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut:

1) Adanya perbuatan melawan hukum. Direktur II PT. Teodore Pan Garmindo memberhentikan

Manager secara sepihak untuk mengakses pabrik dan data-data, tanpa persetujuan Direktur

Utama. Tindakan Direktur II tanpa keputusan bersama Direktur Utama merupakan

bertentangan dengan ketentuan peraturan-perundangan yaitu Pasal 92 Ayat (6) UUPT. Pasal

tersebut merupakan wewenang Direksi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
2) Adanya kesalahan atau kelalaian. Direktur IT PT. Teodore Pan Garmindo melakukan kesalahan
hukum baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Tindakan Direktur II bertentangan dengan

Pasal 97 Ayat (2) UUPT pemberlakuan prinsip fiduciary duties. Direktur Il mengetahui bahwa

bukan satu-satunya pihak yang berwenang mengambil keputusan, namun Direktur II

melakukan pengambilan keputusan secara sepihak. Selain itu, Direktur II tidak bertindak

berdasarkan kepentingan perusahaan melainkan kepentingan pemegang saham minoritas.
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3) Adanya kerugian. Tindakan yang dilakukan oleh Direktur II PT. Teodore Pan Garmindo
berakibat menimbulkan kerugian karena operasional PT. Teodore Pan Garmindo menjadi
terganggu. Sehingga gagal mengirimkan pakaian jadi kepada pihak ketiga dan tidak membayar
upah gaji karyawan. Hal tersebut berkaibat terancam tuntutan hukum. Selain itu, reputasi
konflik internal menimbulkan ketidakstabilan dalam manajemen sehingga dapat menurunkan
kepercayaan mitra bisnis.

4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Keterkaitan antara perbuatan dan
kerugian yang ditimbulkan yaitu perbuatan Direktur II PT. Teodore Pan Garmindo yang
mengambil alih paksa dengan memberhentikan Manager sepihak untuk dapat mengakses
pabrik dan data-data, sehingga operasional terganggu dan kerugian terjadi. Apabila Direktur II
tidak melakukan perbuatan tersebut, maka operasional PT. Teodore Pan Garmindo tidak akan
terganggu dan kerugian tidak terjadi.

Diperkuat dengan UU Ketenagakerjaan. Merujuk pada UU Ketenagakerjaan sebagaimana
diubah dengan UU Ciptaker, tindakan yang dilakukan Direktur II dapat memiliki implikasi hukum. UU
Ketenagakerja maupun UU Ciptaker tidak mengatur mengenai pemberhentian karyawan, namun
mengatur mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jika tindakan tersebut menyebabkan manager
pabrik kehilangan akses terhadap pekerjaannya dan tidak diberikan tugas baru, maka hal ini dapat
dikategorikan sebagai PHK. PHK tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa mengikuti prosedur yang
diatur dalam undang-undang. Prosedur PHK diatur dalam Pasal 151 UU Ciptaker yang pada intinya
Direksi, karyawan, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja
(PHK). Pemberhentian manager pabrik yang dilakukan oleh Direktur II PT. Teodore Pan Garmindo
secara sepihak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk menuntut hak,
termasuk kompensasi dan kepastian hukum atas status pekerjaannya berdasarkan Pasal 156 UU Ciptaker.

Dalam pasalnya, UUPT mengatur setiap perseroan untuk wajib menaati prinsip GCG dalam
menjalankan perseroan serta mengawal organ perseroan dalam menjalankan tugasnya patuh pada
peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Menurut (Rastuti, Tuti, dkk, 2018)
GCG memberikan batasan hukum untuk setiap organ perseroan menjalankan fungsi, tugas,
dan kewenangannya. Transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam prinsip GCG. Prinsip
tersebut menekankan pentingnya keterbukaan informasi yang relevan dan akurat serta akuntabilitas
dalam mengelola perseroan untuk memastikan kelangsungan operasional perseroan yang baik. Hal
tersebut selaras dengan kewenangan yang dimiliki Direksi yang dijelaskan pada UUPT. Merujuk
Pasal 66 Ayat (1) UUPT, Direksi dalam mengelola perseroan wajib mengungkapkan informasi
perseroan dalam bentuk laporan tahunan dan diperiksa oleh pemegang saham.

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan PT Teodore Pan Garmindo terlihat dari
ketidakmampuan Direktur II untuk akses masuk ke pabrik dan mengakses data perusahaan. Direktur
Utama membatasi akses Direktur II. Dalam hal ini bertentangan dengan prinsip fransparency yang
mengharuskan keterbukaan informasi dalam pengurusan perusahaan. Tindakan Direktur II terjadi
karena ketidakmampuan Direktur II untuk akses masuk ke pabrik dan mengakses data perusahaan.
Hal ini dipicu oleh penerapan prinsip GCG dalam mengelola PT. Teodore Pan Garmindo oleh Direksi.
Penerapan prinsip GCG dijelaskan sebagai berikut:

1) Transparency (Keterbukaan). Pemegang saham minoritas berhak untuk memperoleh salinan
laporan tahunan serta informasi lainnya yang relevan sesuai dengan Pasal 66 UUPT. Pemegang
saham minoritas juga berhak memperoleh keterangan terkait perseroan dari Direksi sesuai
dengan Pasal 75 Ayat (2) UUPT. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan PT. Teodore Pan
Garmindo ditunjukkan dengan Direktur II tidak memiliki akses untuk masuk ke pabrik dan
mengakses data-data yang dipegang oleh perwakilan pemegang saham mayoritas. Sehingga
adanya tindakan sepihak yang dilakukan oleh Direktur II tanpa pemberitahuan kepada Direktur
Utama dan pemangku kepentingan lainnya.

2) Accountability (Akuntabilitas). Direksi PT. Teodore Pan Garmindo menjalankan pengurusan
PT. Teodore Pan Garmindo untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan
tujuan perusahaan dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam
UUPT atau anggaran dasar. Hal ini sesuai dengan Pasal 92 Ayat (1) dan (2) UUPT. Namun,
tindakan Direktur Utama yang tidak memberi akses masuk ke pabrik dan mengakses data
kepada Direktur II serta tindakan Direktur II yang mengambil alih pabrik sehingga berdampak
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pada operasional perusahaan menunjukkan kurangnya akuntabilitas dalam mengelola PT.

Teodore Pan Garmindo. Tindakan-tindakan tersebut tidak melalui mekanisme yang seharusnya

seperti RUPS, atau rapat direksi, serta tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap

perusahaan.

3) Responsibility (Pertanggungjawaban). Direksi PT. Teodore Pan Garmindo menjalankan tugas
dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan Pasal 97 Ayat (2) UUPT. Tindakan
sepihak oleh Direktur II yang melakukan ambil alih pabrik dan memberhentikan manager
pabrik tidak sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai bagian dari manajemen perusahaan.

4) Independency (Kemandirian). Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas
pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, bukan untuk kepentingan pribadi atau
pihak tertentu sesuai dengan Pasal 92 UUPT. Artinya Direksi PT. Teodore Pan Garmindo harus
bekerja secara kolektif dan independen tanpa tunduk pada pihak tertentu. Tindakan Direktur II
yang menempatkan kepentingan pemegang saham minoritas di atas kepentingan perusahaan
secara keseluruhan merupakan bentuk pelanggaran prinsip fiduciary duty. Fiduciary duty
menuntut agar Direksi bertindak dengan loyalitas, kehati-hatian, dan itikad baik untuk
kepentingan perusahaan, bukan untuk kepentingan pihak tertentu.

5) Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran). Merujuk pada Pasal 66 Ayat (1) UUPT, Direksi PT.
Teodore Pan Garmindo wajib menyampaikan laporan tahunan kepada pemegang saham.
Artinya, baik PT. Pan Brothers Tbk sebagai pemegang saham mayoritas maupun PT. Selaras
Duatiga sebagai pemegang saham minoritas berhak untuk memperoleh laporan mengenai PT.
Teodore Pan Garmindo. Namun dalam hal ini, PT. Selaras Duatiga tidak memperoleh laporan
maupun informasi terkait pabrik PT. Teodore Pan Garmindo Tasikmalaya.

Merujuk pada PP No. 46 Tahun 2023, khususnya Pasal 11 Ayat (1) dan (2) mengatur pentingnya
data yang lengkap dan akurat untuk perencanaan pasokan bahan baku melalui neraca komoditas, tidak
akan dapat terwujud tanpa struktur kepemimpinan yang harmonis dan saling bekerja sama. Ketika
Direktur IT mengambil tindakan sepihak, seperti mengambil alih pabrik dan menutup akses ekspor tanpa
melalui mekanisme rapat Direksi maupun persetujuan RUPS, maka proses pengambilan keputusan
tidak lagi memenuhi prinsip akuntabilitas dan independensi yang diamanatkan dalam prinsip GCG.
Tindakan tersebut mengabaikan struktur hukum korporasi, mengabaikan pengelolaan bersama oleh
direksi, dan merusak integritas tata kelola perusahaan.

Di sisi lain, Pasal 61 PP No. 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri menekankan
pentingnya kepatuhan terhadap tata tertib kawasan industri yang mengatur hak dan kewajiban
perusahaan industri dan pengelolanya. Dalam kasus PT. Teodore Pan Garmindo, konflik kepemimpinan
yang berdampak pada penghentian operasional dan pelanggaran terhadap prosedur ekspor dan
pengembalian barang dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap tata tertib kawasan.
Hal ini bertentangan dengan prinsip responsibility dalam GCG, karena perusahaan tidak mampu
menjamin keberlangsungan operasional secara berkelanjutan dan tidak bertanggung jawab atas hak-hak
karyawan yang dirugikan.

Dengan demikian. tindakan Direktur II PT. Teodore Pan Garmindo melampaui kewenangannya
yang diatur pada UUPT. Direktur II dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi
unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Direktur II PT. Teodore Pan Garmindo dalam mengurus
perusahaan bertentangan dengan kewenangan dan kewajiban Direksi menurut UUPT terutama pada
Pasal 92 UUPT. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa dalam pengelolaan PT. Teodore Pan Garmindo
oleh para anggota Direksi terdapat tindakan-tindakan yang bertentangan dengan UUPT. PT. Teodore
Pan Garmindo belum optimal menerapkan prinsip GCG dalam mengelola perusahaan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya oleh peneliti, dapat ditarik
kesimpulan yang berkaitan dengan identifikasi masalah serta tujuan penelitian yang telah ditetapkan
oleh peneliti, yang diantaranya sebagai berikut, Tindakan Direktur II PT. Teodore Pan Garmindo
sebagai perwakilan dari pemegang saham minoritas yang memberhentikan HRGA Manager untuk
dapat mengakses pabrik dan data bertentangan dengan ketentuan UUPT. Khususnya Pasal 92 Ayat
(6) UUPT yang mengatur tentang keputusan kolektif Direksi. Direktur II bertindak secara sepihak
tanpa persetujuan Direktur Utama dan mengambil alih operasional pabrik. Tindakan Direktur II juga
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memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata
karena mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti
karyawan dan mitra bisnis.

Pengelolaan PT. Teodore Pan Garmindo oleh Direksi Utama dan para anggota Direksi sebagai
perwakilan para pemegang saham belum optimal dalam penerapan prinsip GCG, khususnya prinsip
transparency. Hal tersebut dikarenakan Direktur Il yang merupakan perwakilan pemegang saham
minoritas tidak memiliki akses untuk masuk ke pabrik PT. Teodore Pan Garmindo Tasikmalaya dan
mengakses data-data yang dipegang oleh perwakilan pemegang saham mayoritas. Tidak adanya
keterbukaan informasi antar organ Direksi mengakibatkan konflik kepentingan yang terjadi di antara
pemegang saham.
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